FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA SURAKARTA

SKRIPSI

Disusun oleh :
ISTIQOMAH RIZKI YUNIANTO
NIM 20210026

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2024



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Istiqgomah Rizki Yunianto
NIM 120210026

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : Faktor — Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di Kota Surakarta

Disetujui dan disahkan:

Hari : SQ“W\

Tanggal S PR ,“Cbmaﬂi FoA

Dosen Pembimbing,

—
Astuning Saharsini, S.E., M.Acc

NIDN. 0606129102

Mengetahui,
Wakil Ketua |

NIDN. 0606118902



Nama
NIM
Program Studi

Judul

PENGESAHAN SKRIPS!I

: Istigomah Rizki Yunianto
: 20210026
: S1 AKuntansi

: Faktor = Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM di Kota Surakarta

Skripsi ini telah diyji dan dipertahankan dihadapan tim penguj skripst Scekolah Tinggt
llmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan ditcrima untuk memenuhi persyaratan

gelar Sarjana Akuntansi.

Pada Han

Tanggal

Tim Penguji
Ketua

Anggota

- Jumat

0 22 Maret 2024

Tanda Tangan
: Ismunawan, S.E., M.Si ( )
: Eko Triyanto, S.E., M.M ( - )

Mengetahui,

NIDN. 0625127401



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa sknipsi saya yang berjudul:
FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA SURAKARTA

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi
lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui
seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis
aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau
meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendir, gelar dan ijazah

yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 12 Februan 2024
Pembuat pernyataan,

™ METERAI 3
TEMPEL /



MOTTO

“Di manapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik

dari yang bisa kau berikan”

(B.J. Habibie)

“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan
serta memperhalus perasaan”

(Tan Malaka)



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan
hidayah yang diberikan penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi. Hasil
penelitian ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, terima kasih atas dukungan, semangat, kasih sayang, dan do’a
yang selalu tercurah. Terima kasih telah percaya bahwa anaknya mampu untuk
menyelesaikan skripsi ini.

2. Teman — teman jurusan Akuntansi baik kelas A maupun B, terima kasih atas
dukungan dan do’a yang diberikan sehingga memberikan semangat dan
motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

3. Diri sendiri, terima kasih sudah berjuang, tidak memilih menyerah, dan
percaya dengan kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih sudah berusaha yang terbaik, kamu hebat.

Vi



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan
hidayah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “FAKTOR —
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI
KOTA SURAKARTA?” dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini dapat terwujud atas bantuan
dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih
kepada:

1. Bapak Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H selaku Ketua STIE Surakarta.

2. lbu Astuning Saharsini, S.E., M.Acc selaku Dosen Pembimbing yang telah
meluangkan waktu untuk membantu, membimbing serta mengarahkan penulis
selama penyusunan skripsi.

3. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan STIE Surakarta

4. Orang tua penulis serta teman-teman yang telah memberikan dukungan, do’a,
dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga
skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua.

Sukoharjo, 12 Februari 2024

Penulis

vii



Halaman JUAUL..........cooiiiie e i
Halaman Pengesanan SKIiPSI .........c.oiviiiiieiieiie et ii
Halaman Pernyataan............ccoooueeiieiieieeie ettt \Y
IMIOTEO .t Y
PersemMDEANEN ......c..oiiici Vi
Kata PENQANTAT .......ccveiivieie ettt et sre et e e e e e reeee s vii
D 1 =T £ USSR PRTSTRSN viii
Daftar TADEL .......ooeiieeciee e X
Daftar GAMDAT..........ciiieeiee s Xi
Daftar LamMPITaN .......c.coveiiiiieieeie ettt sraene e re e Xii
N 0L -SSR Xiii
A 013 1 g Tod SRR Xiv
BAB | PENDAHULUAN .....oooiiii st 1
A. Latar Belakang Masalah..............ccccoveiiiiiii i 1
B. Rumusan Masalah ............ccoovieiiiiiic e 8
C. Tujuan Penelitian .........cccooiiiiiiiiieee e 8
D. Manfaat Penelitian ...........cccooiiiiiiiiiiee e 9
BAB 1 KAJIAN PUSTAKA ..ottt 10
A. Teori yang Relevan ... 10
B. Penelitian Terdanulu ...........cocooeiieiiie e 19
C. Kerangka PIKIT ........c.coiiiiiiiiic ittt 25
D. HIPOTESIS. ..ottt 26
BAB Il METODE PENELITIAN ...ttt 29
A, ODJek PENEITIAN ..o 29
B. Jenis dan SUmMbDer Data.........cccooeiiiiiiiiiieee e 29
C. Populasi dan Sampel ..o 30
D. Teknik Pengumpulan Data...........cooeiiiiiineicieneeeee e 31
E. Definisi OPerasional...........cccocoiiiiiiiiiiiieie s 32
F. Teknik Analisis Data.........c.ccoeiirieiieiiiie e 34
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .......cocootiiiitie e, 38
A. Deskripsi Objek Penelitian..........cccccevviieiieieiieseese e 38
B. ldentitas RESPONUEN ........coveiiiieiiece e 38
C. ANALISIS DAL .....eiiiiiie it 42

DAFTAR ISI

viii



BAB V PENUTUP ..ottt ettt 53
AL KESIMPUIAN L. 53
B SAIAN....cie s 53

Daftar Pustaka

Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tax Ratio di INAONESIA ........cccoiiiiiiieieie e 2

Tabel 1.2 Jumlah UMKM Binaan di Kota Surakarta Tahun 2018-2022.................... 3

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan PPh Final (UMKM) di Kota Surakarta Tahun 2018 —
2022 ettt R Rttt ettt e Ee e teeRe e e e e e e s 4

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ..........cccooviiiiiiiin e 19
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan INdiKator..............cccoeveiieeii s, 32
Tabel 4.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.............cccccooevivnnnen. 39
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur ...........ccoceevevieieeieieenesninnnn, 39
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .......................... 40
Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Usaha.............cccccccecevveivinenen. 40
Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Usaha ...........cccccevviienviinnnn, 41
Tabel 4.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan....................... 41
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas...........cccccoveviiiiiieiecce e 42
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas............cccccveviiieiiiie e 44
Tabel 4.9 Hasil Uji NOrmMalitas .........ccccoiiiiiiiiieeee e 44
Tabel 4.10 Hasil Uji MUltiKolINEAritas..........cccoeieriiiiiiiiieicee e, 45
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda............cccccccvevveiieveevieiiese e, 46
Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (UJi ) .....ccccooveiiiieiiceccce e 47
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?) .........ccoecvvevevreevereereseeeeseeeeseeena. 48



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Uji HeteroSkedastiSitas ..........cccoevveveerieeiiaie s ese e seese e

Xi



DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Lampiran 2. Data Kuesioner

Lampiran 3. Hasil Olah Data

Xii



FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA SURAKARTA

Istigomah Rizki Yunianto
20210026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan,
kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kota Surakarta. Objek dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang
terdaftar dalam Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta. Populasi
berjumlah 11.157 UMKM dengan sampel penelitian sebanyak 100 responden yang
diperoleh berdasarkan rumus Slovin. Metode penelitian ini menggunakan teknik
purposive sampling untuk 100 wajib pajak UMKM dengan parameter terdaftar dalam
Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta dan memiliki NPWP.
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui hasil
kuesioner. Dalam penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan
bantuan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Namun, pengetahuan
perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas
Pelayanan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak
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FACTORS AFFECTING MSME TAXPAYER COMPLIANCE IN SURAKARTA
CITY

Istigomah Rizki Yunianto
20210026

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax knowledge, service quality, tax
penalties, and tax rates on compliance of MSME taxpayers in Surakarta City. The
object of this research is MSME players who are registered with the Surakarta City
Cooperative, UKM and Industry Office. The population amounted to 11,157 MSMEs
with a research sample of 100 respondents obtained based on the Slovin formula. This
research method uses purposive sampling technique for 100 MSME taxpayers with
parameters registered in the Office of Cooperatives, SMEs, and Industry of Surakarta
City and has an NPWP. The data source in this study is primary data obtained through
questionnaire results. The results showed that tax rates affect the compliance of MSME
taxpayers in Surakarta City. Meanwhile, tax knowledge, service quality, and tax
sanctions have no effect on MSME taxpayer compliance in Surakarta City.

Keywords: MSME Taxpayer Compliance, Taxation Knowledge, Service Quality, Tax
Sanctions, Tax Rates
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak bagi sebagian besar negara di dunia termasuk di Indonesia merupakan
unsur penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara.
Penerimaan perpajakan berkontribusi memberikan pendapatan terbesar bagi negara
dan menjadi penopang untuk membiayai segala urusan pengeluaran nasional dalam
rangka melaksanakan program pembangunan nasional yang dapat memberikan
kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat serta meningkatkan pertumbuhan
perekonomian negara (Lubis & Hidayat, 2019). Sektor pajak mendominasi hampir
70% dari penerimaan APBN dibandingkan dengan sektor penerimaan lain
(Listiyowati et al., 2021). Pentingnya peran pajak bagi negara menjadikan pajak
sebagai pendapatan yang vital dan merupakan suatu keharusan bagi wajib pajak
untuk berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Giffary, 2023).

Menurut Farouq (2018) kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci
keberhasilan dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya
fokus terhadap aspek “wajib” pemungutan pajak, tetapi juga meliputi serangkaian
peraturan, prosedur, dan administrasi yang harus diikuti. Ketidakpatuhan wajib
pajak yang terjadi merupakan suatu permasalahan bagi pemerintah dalam
memaksimalkan pendapatan negara. Permasalahan dalam ketidakpatuhan wajib
pajak menunjukkan bahwa kinerja perpajakan yang dimiliki pemerintah tersebut
kurang baik dan dapat diketahui dari tax ratio yang rendah, tax gap yang masih
sering terjadi, dan penerimaan pajak yang tidak memenuhi target (Zulma, 2020).
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharsono Monoarfa

mengatakan bahwa tax ratio atau rasio pajak Indonesia termasuk salah satu yang



terendah. Rasio pajak Indonesia berada di bawah rata-rata dunia yaitu sebesar
13,5% (Fadilah, 2023).

Tabel 1.1 Tax Ratio di Indonesia

Tahun Tax ratio (%)
2018 10,24%
2019 9,76%
2020 8,33%
2021 9,11%
2022 10,40%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa persentase tax ratio di Indonesia dari
tahun 2018 sampai tahun 2022 memiliki nilai terendah sebesar 8,33% dan nilai
tertinggi sebesar 10,40%. Nilai tax ratio mengalami penurunan sebesar 0,48%
untuk tahun 2019 dan 1,43% untuk tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 naik
sebesar 0,78% sehingga berhasil mencapai nilai 9,11%. Pada tahun 2022 nilai tax
ratio kembali mengalami kenaikan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya
yaitu sebesar 1,29% sehingga tax ratio di tahun 2022 mencapai nilai 10,40%.
Rendahnya persentase tax ratio selama tahun 2018 sampai tahun 2022 yang masih
berada di bawah rata-rata dunia tersebut menandakan rendahnya kepatuhan wajib
pajak yang ada di Indonesia.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu
sektor yang memiliki potensi besar sebagai penyumbang penerimaan negara
melalui pajak penghasilan yang dibayarkannya. Dengan potensi besar yang dimiliki
oleh sektor UMKM tersebut maka pemerintah harus dapat memaksimalkan pajak
yang berasal dari UMKM itu sendiri dalam rangka mendorong penerimaan pajak
negara (Lolowang et al., 2022). Sektor UMKM memiliki kemampuan daya serap
tenaga kerja yang akan dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang
membutuhkan pekerjaan dan dari hal tersebut juga akan dapat membantu
pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran yang akan berdampak pada

berkurangnya angka kemiskinan dan naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat (Al



Farisi et al., 2022). Pada 2019, UMKM memiliki daya serap tenaga kerja sebanyak
119,6 juta pekerja atau 96,92% dari total tenaga kerja Indonesia dan memberikan
kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,5% (Intan, 2022).

Kota Surakarta menjadi salah satu kota yang memiliki potensi ekonomi UMKM
yang besar di Jawa Tengah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Deputi Bidang
Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM), Yulius MA
yang mengatakan bahwa Surakarta memiliki potensi ekonomi UMKM yang besar
dengan jumlah pelaku UMKM yang besar (Prodjo, 2022). Dalam beberapa tahun
terakhir, perkembangan UMKM di Kota Surakarta juga telah menunjukkan tren
yang positif. Berdasarkan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Koperasi,
UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta, jumlah UMKM di Surakarta yang tercatat
di tahun 2022 adalah sebanyak 11.157 unit. Jumlah tersebut tumbuh pesat jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya tercatat 3.635 unit UMKM
(Primasasti, 2023).

Tabel 1.2 Jumlah UMKM Binaan di Kota Surakarta Tahun 2018-2022

Tahun Jumlah UMKM
2018 3.084
2019 3.426
2020 3.098
2021 3.635
2022 11.157

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota
Surakarta

Menurut data di atas, jumlah UMKM yang ada di Kota Surakarta di tahun 2018
adalah sebanyak 3.084 unit. Tahun 2019 jumlah tersebut naik sebanyak 342 unit
usaha sehingga jumlah UMKM vyang ada di Kota Surakarta untuk tahun 2019
adalah sebanyak 3.426 unit. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun
2020 sebanyak 328 unit usaha sehingga jumlahnya menjadi 3.098 unit usaha.
Penurunan jumlah UMKM tersebut sebagai akibat dari beberapa UMKM yang

memutuskan untuk gulung tikar karena tidak mampu bertahan pada saat terjadinya



pandemi covid-19 di tahun tersebut. Kemudian, dalam dua tahun berturut-turut
yaitu tahun 2021 dan 2022 jumlah UMKM yang ada di Kota Surakarta mengalami
kenaikan sehingga jumlahnya menjadi 3.635 unit untuk tahun 2021 dan 11.157 unit
untuk tahun 2022. Kenaikan tersebut dapat terjadi karena pemerintah Kota
Surakarta yang telah berperan aktif dalam memberikan dukungan bagi sektor
UMKM vyang ada di Kota Surakarta seperti memberikan pelatihan kewirausahaan
dan bimbingan teknis bagi para pelaku UMKM (Primasasti, 2023).

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan PPh Final (UMKM) Kota Surakarta Tahun

2018-2022
Tahun Target PPh Final Realisasi PPh Persentase
Total Final UMKM
2018 590.504.153.000 44.755.271.005 7,6%
2019 662.737.730.000 30.050.348.946 4,5%
2020 500.951.706.000 22.668.637.047 4,5%
2021 370.848.376.000 20.786.926.956 5,6%
2022 265.779.734.000 25.075.418.992 9,4%

Sumber: KPP Pratama Surakarta

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PPh final
UMKM di Kota Surakarta yang ada di KPP Pratama Surakarta dari tahun 2018
hingga tahun 2022 masih jauh dari target PPh final yang telah ditetapkan. Pada
tahun 2018 realisasi penerimaan PPh final UMKM di Kota Surakarta sebesar Rp
44.755.271.005 dengan persentase 7,6% dari total target PPh final. Kemudian, di
tahun 2019 realisasi penerimaan PPh final UMKM mengalami penurunan yaitu
sebesar Rp 30.050.348.946 dengan persentase 4,5% dari total target PPh final.
Realisasi penerimaan PPh final kembali mengalami penurunan di tahun 2020 dan
2021 dengan nilai sebesar Rp 22.668.637.047 untuk tahun 2020 dan Rp
20.786.926.956 untuk tahun 2021. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan PPh final
UMKM di Kota Surakarta berhasil mengalami kenaikan sebesar Rp 25.075.418.992
dengan persentase 9,4% dari total target PPh final. Realisasi penerimaan PPh final
UMKM di Kota Surakarta sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2022 yang masih

jauh dari target PPh final yang telah ditetapkan tersebut menunjukkan bahwa masih



rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan pembayaran
pajaknya.

Memberikan edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan dapat
menjadi langkah awal dalam menumbuhkan kepatuhan dalam diri wajib pajak
karena dengan adanya tingkat pengetahuan tersebut akan dapat memberikan arahan
dan dorongan kepada wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang
berlaku (Putra, 2020). Pengetahuan perpajakan yang dikuasai oleh wajib pajak akan
dapat membantu proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak
pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi
tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut (Suryanti & Sari, 2018). Berdasarkan hasil
wawancara dengan Bapak Suseno selaku pemilik kios Lida Tas yang bertempat di
Pasar Klewer Solo mengatakan bahwa pengetahuan tentang pajak yang dimiliki
oleh wajib pajak dapat menentukan sikap wajib pajak terhadap kewajiban
membayar pajaknya. Jika wajib pajak diberikan penjelasan dan edukasi oleh
petugas pajak setempat seperti tata cara pembayaran pajak, pelaporan SPT sampai
berapa persen tarif pajak yang terbaru maka akan dapat meningkatkan pengetahuan
pajak bagi wajib pajak yang belum paham tentang peraturan pajak yang berlaku
sekarang. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto & Nuswantara
(2020), Zulma (2020), serta Indrawan & Binekas (2018) membuktikan bahwa
pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun,
menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggarini et al. (2019) serta Ermawati &
Afifi (2018) didapat hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan dapat dinilai dengan membandingkan antara pelayanan
yang diinginkan dengan pelayanan yang didapatkan dari suatu penyedia layanan
(Rahmawati & Rustiyaningsih, 2022). Baik buruknya kualitas pelayanan yang

diberikan akan menimbulkan suatu kesan kepada wajib pajak yang akan berdampak



pada pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka akan menimbulkan respon
yang positif dari wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya
(Ariyanto & Nuswantara, 2020). Pada tanggal 23 Januari 2023 KPP Pratama
Surakarta telah membuka program pelayanan terpadu yaitu program Pojok Pajak
dan pada tanggal 30 Januari 2023 program tersebut dilaksanakan dengan bertempat
di Pasar Klewer Solo. Menurut Kepala KPP Pratama Surakarta, Henry Wirawan
mengatakan bahwa kegiatan pojok pajak bertujuan untuk memudahkan para
pedagang yang didominasi oleh UMKM dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Lanjutnya, program tersebut diharapkan dapat mempermudah akses
para wajib pajak tanpa harus meninggalkan pekerjaannya (Wasita, 2023).
Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hasanah et al. (2019) dan Iriyanto &
Rohman (2022) membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Maili (2022),
Yuliatic & Fauzi (2020) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijakan sanksi pajak yang akan
dirumuskan dengan karakteristik wajib pajak yang ada di negara tersebut. Sanksi
pajak yang akan diberlakukan harus dapat mempertimbangkan hal-hal seperti
sejauh mana aturan tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib
pajak dan dalam bentuk apa sanksi pajak tersebut diberikan sebagai bentuk dari
konsekuensi atas pelanggaran pajak yang dilakukan (Zulma, 2020). Berdasarkan
hasil wawancara dengan Bapak Suseno selaku pemilik kios Lida Tas yang
bertempat di Pasar Klewer Solo mengatakan bahwa pemberian sanksi pajak bagi
wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak seperti terlambat membayar pajak
penting untuk dilakukan. Lanjutnya, selain membuat wajib pajak tertib dalam

membayar pajaknya, sanksi yang dikenakan juga diharapkan bisa memberikan efek



jera bagi wajib pajak agar tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari dan
sudah sepatutnya sebagai warga negara yang baik tidak melupakan kewajiban
perpajakan yang dimilikinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama
& Mulyani (2019) serta Yuliatic & Fauzi (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, bertentangan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Yulianto (2018) dan Muhamad et al.
(2020) justru memberikan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak diwujudkan dalam bentuk persentase yang dipakai sebagai dasar
dalam menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan. Tarif pajak final
atau PPh final untuk wajib pajak UMKM yang sebelumnya sebesar 1% dengan
dasar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 mengalami penurunan tarif
menjadi 0,5% yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 sesuai dengan aturan baru
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Adanya penurunan tarif ini
diharapkan dapat memberikan kemudahan dan dorongan bagi wajib pajak UMKM
dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Semakin adil tarif pajak yang
ditetapkan oleh pemerintah maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam
melaporkan penghasilannya kepada kantor pajak (Cahyani & Noviari, 2019).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anik selaku pemilik lapak Bu Anik yang
bertempat di Pasar Klewer Solo mengatakan bahwa penurunan tarif pajak bagi
UMKM berpengaruh terhadap pembayaran pajak yang dilakukannya mengingat
pendapatannya yang sampai saat ini tidak sebanyak dulu atau pada kondisi sebelum
pandemi covid melanda. Menurut Ibu Anik, penurunan tarif menjadi 0,5% sesuai
dengan kemampuannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajaknya atau bisa
dikatakan memberikan keringanan dalam membayar pajak apalagi bagi pelaku
UMKM seperti beliau. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oliviandy et al.

(2021) dan Muhamad et al. (2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh



terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh
Zulma (2020), Iriyanto & Rohman (2022) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan latar
belakang di atas, maka peneliti mengambil judul ‘“Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta”.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dengan topik

penelitian kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta, maka rumusan

masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak UMKM di Kota Surakarta?

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kota Surakarta?

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kota Surakarta?

4. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM

di Kota Surakarta?

. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Hal tersebut dapat
diketahui dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Secara
rinci, tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan

wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.



3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak UMKM di Kota Surakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

UMKM di Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik
Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi
penelitian selanjutnya dan menambah bahan pustaka penelitian yang telah ada.

2. Bagi Pemerintah Kota Surakarta
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat pajak
dalam mengoptimalkan kepatuhan membayar pajak pada UMKM di Kota
Surakarta.

3. Bagi Wajib Pajak UMKM
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan cara pikir baru wajib pajak UMKM
akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat memperluas wawasan tentang segala peraturan dan
kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah dan pengaplikasian teori yang

diperoleh saat KBM di bangku perkuliahan.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori yang Relevan
1. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dirumuskan oleh Ajzen dan
Fishbein merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA).
Teori ini mendeskripsikan perilaku pada diri seseorang atau individu. Menurut
teori ini, perilaku yang dihasilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk
berperilaku. Niat individu atau intention untuk melangsungkan perilaku tertentu
menjadi kunci terpenting dalam teori ini (Nasiroh & Afigoh, 2023). Niat untuk
berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu:

a. Behavioral Beliefs, yakni keyakinan seseorang atau individu terkait hasil
dan penilaian atas tindakan yang dilakukan. Dalam penelitian ini,
behavioral beliefs memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yaitu
seberapa besar keyakinan wajib pajak atas hasil yang akan didapatkannya
pada saat melakukan pembayaran pajaknya.

b. Normative Beliefs, yakni keyakinan harapan normatif orang lain dan
motivasi yang mengarah pada persetujuan dengan harapan tersebut. Dalam
penelitian ini, normatif beliefs memiliki keterkaitan dengan pengetahuan
perpajakan dan kualitas pelayanan. Pengetahuan perpajakan yang luas akan
berdampak pada keyakinan wajib pajak dalam menentukan perilaku yang
patuh terhadap pajak. Pelayanan pajak yang baik dari petugas pajak, sistem
perpajakan yang efektif dan efisien, serta penyuluhan pajak yang diberikan
oleh petugas pajak dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak agar

memiliki perilaku taat pajak.

10
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c. Control Beliefs, yakni keyakinan terhadap keberadaan faktor-faktor yang
mendukung maupun menghambat capaian dari tindakan yang ditunjukkan
serta persepsi dari faktor tersebut. Dalam penelitian ini, control beliefs
berkaitan dengan sanksi pajak yaitu persepsi wajib pajak tentang seberapa
kuat pengaruh dari sanksi pajak tersebut dapat memaksimalkan kepatuhan
wajib pajak ataupun meminimalisasi ketidakpatuhan wajib pajak dan tarif
pajak yaitu persepsi wajib pajak tentang seberapa adil tarif pajak yang

dibebankan dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik
secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pemberian sebagian harta kekayaan milik
rakyat demi kepentingan bangsa dan negara (Kumala & Junaidi, 2021).

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara guna membiayai
semua pengeluaran negara. Berdasarkan laman resmi Pajak.go.id (2023) fungsi
pajak yaitu :

a. Fungsi anggaran (budgetair)
Pajak berfungsi untuk membiayai berbagai pengeluaran negara termasuk
pengeluaran pembangunan. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan rutin

seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
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b. Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak memiliki fungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui
kebijaksanaan pajak yang dibuat oleh pemerintah. Dengan fungsi ini, pajak
dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya adalah
pemerintah yang memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak
dalam rangka mendapatkan penanaman modal, baik dalam negeri maupun
luar negeri. Pemerintah juga dapat menetapkan bea masuk yang tinggi untuk
produk luar negeri dalam rangka melindungi produksi dalam negeri.

c. Fungsi stabilitas
Pajak memiliki fungsi stabilitas, dalam artian pemerintah dapat
menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga melalui dana
yang diperoleh dari pajak. Dengan mengatur peredaran uang di masyarakat,
pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien maka
inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai
semua kepentingan umum termasuk membiayai pembangunan yang
bertujuan agar dapat membuka kesempatan kerja dengan harapan bisa

meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Wajib Pajak UMKM
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang
pribadi atau badan usaha yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, serta pihak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib

pajak UMKM adalah wajib pajak pribadi maupun badan yang memiliki
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pendapatan bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun yang dikenai tarif PPh
final sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Irham et al.,

2023).

4. Kepatuhan Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan
adalah tingkat di mana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi
perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegak hukum (Jihin et al., 2021). Wajib
pajak yang patuh adalah wajib pajak yang dalam pelaksanaan dan pemenuhan
kewajiban perpajakannya tunduk pada ketentuan-ketentuan perpajakan yang
berlaku (Suryanti & Sari, 2018). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.
235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 wajib pajak dapat ditetapkan sebagai
wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan
pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut :
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2
(dua) tahun terakhir;
b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih
dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu
penyampaian SPT Masa pajak berikutnya;
d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak;
e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar
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tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian
sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang berkontribusi pada
pembangunan negara melalui pembayaran kewajiban perpajakannya yang
dilakukan secara sukarela dan melaporkan SPT dengan benar (Siahaan &
Halimatusyadiah, 2018). Sedangkan menurut Oliviandy et al. (2021) kepatuhan
wajib pajak adalah wajib pajak yang bersedia dalam menjalankan kewajiban
perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa harus dilakukan
investigasi, pemeriksaan, ancaman dalam penggunaan sanksi baik secara hukum
maupun administrasi.
Indikator kepatuhan wajib pajak menurut As’ari (2018) yaitu :
a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.
b. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)
secara tepat waktu.
c. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak dengan
benar.

d. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajaknya.

5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), disebutkan bahwa:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur
dalam undang-undang.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasali, atau



15

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar yang memenubhi Kkriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil
atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan sebagaimana diatur dalam undang- undang.

Berdasarkan kekayaan dari hasil penjualan, kriteria UMKM menurut

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 6 yaitu :

a. Kriteria Usaha Mikro
1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha, atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.

b. Kriteria Usaha Kecil

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan
paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha, atau

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling lebih dari Rp300.000.000
sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.

c. Kriteria Usaha Menengah

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan
paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha, atau

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling lebih dari Rp2.500.000.000

sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.
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6. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak merupakan bagian dari pemahaman dasar wajib
pajak yang meliputi rangkaian kegiatan seperti melaksanakan administrasi pajak,
menghitung pajak terutang, mengisi dan melapor SPT, dan hal lainnya yang
berhubungan dengan kewajiban perpajakan (Puspitasari & Rahayu, 2022).
Semakin meningkatnya pengetahuan pajak yang dimiliki seseorang maka akan
semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajaknya. Dengan pengetahuan pajak
yang tinggi maka para wajib pajak akan memiliki kesadaran terhadap kewajiban
perpajakannya dan mengetahui apa yang akan terjadi apabila tidak memenuhi
kewajiban perpajakannya (Hertati, 2021). Pengetahuan perpajakan adalah segala
informasi pajak yang bisa digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam
bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi
tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang
perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2021).

Indikator pengetahuan perpajakan menurut Pardede (2022) yaitu :
a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
b. Pengetahuan mengenai tarif pajak yang harus dibayar.
c. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

d. Pengetahuan mengenai fungsi pajak bagi negara.

7. Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki
hubungan dengan terpenuhinya harapan atau kebutuhan pelanggan dan disebut
pelayanan yang berkualitas jika dapat memberikan produk atau jasa
(pelayanan) yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.
Perwujudan layanan perpajakan yang berkualitas dapat dilakukan dengan cara

meningkatkan kemampuan teknis petugas pajak, perbaikan infrastruktur
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seperti perluasan tempat pelayanan terpadu, dan penggunaan sistem informasi
dan teknologi dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya (Ermawati et al., 2022). Pelayanan yang
berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan rasa puas bagi wajib
pajak dan karena hal tersebut kualitas pelayanan menjadi tolak ukur dari
tingkat kepuasan wajib pajak atas pembayaran pajak yang dilakukannya (Sista,
2019). Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan
pelayanan yang memuaskan dengan tanggapan, kesopanan, dan sikap dapat
dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak. Jika kualitas pelayanan yang
dirasakan oleh wajib pajak sama atau bahkan lebih dari kualitas yang
diharapkan maka pelayanan tersebut dikatakan berkualitas dan memuaskan
(Sista, 2019).

Indikator kualitas pelayanan menurut As’ari (2018) yaitu :

o

Keandalan berupa ketepatan waktu dan kemampuan petugas dalam

pelayanan.

b. Ketanggapan berupa kesigapan, sikap, dan ketersediaan petugas.

c. Jaminan berupa keramahan dan kesopanan, perasaan aman serta
pengetahuan petugas.

d. Empati berupa pemahaman dan perhatian petugas.

e. Bukti langsung berupa fasilitas fisik, penampilan peralatan, dan

penampilan material.

8. Sanksi Pajak
Sanksi pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelanggar pajak
diharapkan dapat memberikan efek jera dan menertibkan para wajib pajak agar
melaksanakan kewajiban perpajakannya (Fhatonah & Saharsini, 2022). Sanksi

pajak dapat timbul dari kesalahan-kesalahan seperti tidak membayar dan
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melakukan pelaporan pajak, menunda-nunda dalam membayar pajak, dan
menyembunyikan data atau tidak jujur dalam melaporkan jumlah pajak
terutangnya (Florientina & Nugroho, 2021). Sanksi pajak berfungsi sebagai
alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan
yang berlaku atau bisa disebut sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan ditaati/dipatuhi oleh wajib
pajak (Puspitasari & Rahayu, 2022). Sanksi pajak yang tegas dibutuhkan dalam
rangka mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak agar memenuhi
kewajiban perpajakannya (Hantono & Sianturi, 2022). Menurut undang-
undang perpajakan ada 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi
pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi berupa pembayaran kerugian
terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana
adalah sanksi berupa denda pidana, kurungan, dan penjara (Harruma, 2022).
Indikator sanksi pajak menurut As’ari (2018) yaitu :
a. Sanksi pajak dikenakan bagi pelanggar aturan pajak.
b. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk
mendidik wajib pajak.

c. Pengenaan sanksi pajak kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

9. Tarif Pajak
Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak
yang menjadi tanggungannya dan diwujudkan dalam bentuk persentase
(Sariputra, 2021). Tarif pajak yang tinggi menyebabkan banyak wajib pajak
merasa keberatan untuk membayar pajaknya bahkan berusaha untuk
melakukan penghindaran pajak. Permasalahan tarif pajak merupakan masalah
yang serius sehingga perlu pertimbangan yang baik dalam menyusun tarif

pajak agar tidak memberatkan wajib pajak (Zulma, 2020). Direktorat Jenderal
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Pajak menerapkan penurunan tarif pajak menjadi 0,5% sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan dengan tarif yang lebih

ringan tersebut diharapkan akan dapat mendorong wajib pajak untuk

melaporkan kewajiban perpajakannya (Ariyanto & Nuswantara, 2020).

Indikator tarif pajak menurut Pardede (2022) yaitu :

a. Wajib pajak paham tentang aturan dan undang-undang perpajakan

mengenai penurunan tarif pajak UMKM.

b. Wajib pajak paham tentang prosedur pemungutan pajak UMKM.

c. Tertib membayar pajak dengan adanya tarif pajak pada PP No. 23 Tahun

2018.

d. Wajib pajak merasa ringan dengan tarif pajak 0,5% yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti

sebelumnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dan

ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No. | Penulis dan Tahun Judul Variabel Ala}t. Hasil
Analisis
1 | Cahyani & Noviari | Pengaruh Tarif Variabel Regresi Tarif pajak,
(2019) Pajak, Pemahaman Independen: | linier pemahaman
Perpajakan, dan Tarif pajak, berganda | perpajakan, dan
Sanksi Perpajakan pemahaman sanksi pajak
Terhadap Kepatuhan | perpajakan, berpengaruh
Wajib Pajak UMKM | dan sanksi positif terhadap
perpajakan kepatuhan wajib
pajak UMKM.
Variabel
Dependen:
Kepatuhan
wajib pajak
UMKM
2 | Zulma (2020) Pengaruh Variabel Regresi Pengetahuan
Pengetahuan Wajib | Independen: | linier pajak,
Pajak, Administrasi | Pengetahuan | berganda | administrasi
Pajak, Tarif Pajak, pajak, pajak, tarif
dan Sanksi administrasi pajak, dan
Perpajakan terhadap | perpajakan, sanksi
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Kepatuhan Pajak tarif pajak, perpajakan
pada Pelaku Usaha | dan sanksi berpengaruh
UMKM di Indonesia | pajak positif terhadap
kepatuhan pajak
Variabel di Indonesia.
Dependen: Tarif pajak tidak
Kepatuhan berpengaruh
pajak positif terhadap
kepatuhan pajak
di Indonesia.
Indrawan & Pemahaman Pajak Variabel Regresi Pemahaman
Binekas (2018) dan Pengetahuan Independen: | linier pajak dan
Pajak Terhadap Pemahaman | berganda | pengetahuan
Kepatuhan Wajib pajak dan pajak
Pajak UKM pengetahuan berpengaruh
pajak positif terhadap
kepatuhan wajib
Variabel pajak UKM di
Dependen: Kota Cimahi.
Kepatuhan
wajib pajak
Ariyanto & Pengaruh Persepsi Variabel Structural | Persepsi tarif
Nuswantara (2020) | Tarif Pajak Independen: | Equation | pajak, kualitas
Terhadap Kepatuhan | Persepsi tarif | Model layanan, dan
Wajib Pajak UMKM | pajak, (SEM) pengetahuan
kualitas perpajakan
layanan, dan berpengaruh
pengetahuan terhadap
perpajakan kepatuhan wajib
pajak UMKM.
Variabel
Dependen:
Kepatuhan
wajib pajak
UMKM
Irmawati & Determinan Variabel Regresi Kesadaran
Hidayatulloh Kepatuhan Wajib Independen: | linier perpajakan dan
(2019) Pajak UMKM di Kesadaran berganda | sanksi
Kota Yogyakarta perpajakan, perpajakan
sanksi pajak, berpengaruh
sikap fiskus, terhadap
dan norma kepatuhan wajib
subjektif pajak UMKM.
Sikap fiskus dan
Variabel norma subjektif
Dependen: tidak
Kepatuhan berpengaruh
wajib pajak terhadap
UMKM kepatuhan wajib
pajak UMKM.
Putra (2020) Kepatuhan Wajib Variabel Regresi Pengetahuan
Pajak UMKM: Independen: | linier pajak, sanksi
Pengetahuan Pajak, berganda | pajak, dan
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Sanksi Pajak, dan Pengetahuan modernisasi
Modernisasi Sistem | pajak, sistem
sanksi pajak, berpengaruh
dan signifikan
modernisasi terhadap
sistem kepatuhan wajib
pajak UMKM.
Variabel
Dependen:
Kepatuhan
wajib pajak
UMKM
Maxuel & Pengaruh Sosialisasi | Variabel Deskriptif | Sosialisasi
Primastiwi (2021) | Perpajakan dan Independen: | kuantitatif | perpajakan
Sanksi Perpajakan Sosialisasi berpengaruh
Terhadap Kepatuhan | perpajakan positif terhadap
Wajib Pajak UMKM | dan sanksi kepatuhan wajib
E-Commerce perpajakan pajak UMKM
e-commerce.
Variabel Sanksi
Dependen: perpajakan tidak
Kepatuhan berpengaruh
wajib pajak signifikan
UMKM terhadap
e-commerce kepatuhan wajib
pajak UMKM
e-commerce.
Listyaningsih et al. | Implementasi PP No | Variabel Regresi Pemahaman
(2019) 23 Tahun 2018, Independen: | linier perpajakan,
Pemahaman Implementasi | berganda | sanksi
Perpajakan, dan PP No. 23 perpajakan, dan
Sanksi Perpajakan Tahun 2018, implementasi PP
Terhadap Kepatuhan | pemahaman No. 23 tahun
Wajib Pajak Usaha | perpajakan, 2018
Mikro, Kecil, dan dan sanksi berpengaruh
Menengah di Kota perpajakan positif terhadap
Surakarta kepatuhan wajib
Variabel pajak.
Dependen:
Kepatuhan
wajib pajak
Wiyati et al. (2019) | Pengaruh Persepsi Variabel Deskriptif | Pengetahuan
tentang Independen: | statistik, pajak dan
Pengetahuan, Persepsi regresi peraturan pajak
Peraturan, dan pengetahuan | linier berpengaruh
Manfaat Perpajakan | perpajakan, berganda | terhadap
Terhadap Kepatuhan | persepsi kepatuhan wajib
Wajib Pajak UMKM | peraturan pajak UMKM.
pada KPP Pratama perpajakan, Manfaat pajak
Surakarta dan persepsi tidak
manfaat berpengaruh
perpajakan terhadap
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Variabel kepatuhan wajib
Dependen: pajak UMKM.
Kepatuhan
wajib pajak
UMKM
10 | Sarasawati et al. Pengaruh Kesadaran | Variabel Regresi Kesadaran pajak
(2018) Pajak, Sistem Independen: | linier berpengaruh
Administrasi Pajak Kesadaran berganda | terhadap
Modern, dan Sanksi | pajak, sistem kepatuhan wajib
Pajak Terhadap administrasi pajak. Sistem
Kepatuhan Wajib pajak administrasi
Pajak pada UMKM | modern, dan pajak modern
di Surakarta sanksi pajak dan sanksi pajak
tidak
Variabel berpengaruh
Dependen: terhadap
Kepatuhan kepatuhan wajib
wajib pajak pajak.
11 | Oliviandy et al. Analisis Faktor- Variabel Regresi Pengetahuan
(2021) Faktor yang Independen: | linier dan pemahaman
Mempengaruhi Tarif pajak, berganda | perpajakan, tarif
Kepatuhan pengetahuan pajak, tingkat
Wajib Pajak UMKM | dan kepercayaan
Selama Pandemi pemahaman pada sistem
Covid-19 perpajakan, hukum dan
persepsi atas pemerintahan
efektifitas berpengaruh
sistem positif terhadap
perpajakan, kepatuhan wajib
dan tingkat pajak. Persepsi
kepercayaan atas efektifitas
pada sistem sistem
hukum dan perpajakan
pemerintahan berpengaruh
negatif terhadap
Variabel kepatuhan wajib
Dependen: pajak.
Kepatuhan
wajib pajak
12 | Harsinto & Sarsiti | Pengaruh Variabel Regresi Pengetahuan
(2019) Pengetahuan Independen: | linier perpajakan dan
Perpajakan dan Pengetahuan | berganda | pengenaan
Pengenaan Sanksi perpajakan sanksi
Terhadap Kepatuhan | dan berpengaruh
Wajib Pajak Usaha | pengenaan signifikan
Mikro, Kecil, dan sanksi terhadap
Menengah (UMKM) kepatuhan wajib
di KPP Pratama Variabel pajak UMKM di
Boyolali Dependen: KPP Pratama
Kepatuhan Boyolali.

wajib pajak
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13 | Hasanah et al. Pengaruh Sanksi Variabel Sanksi pajak,
(2019) Pajak, Kualitas Independen: kualitas
Pelayanan, Tingkat | Sanksi pajak, pelayanan, dan
Pendidikan Terhadap | kualitas tingkat
Kepatuhan Wajib pelayanan, pendidikan
Pajak UMKM dan tingkat berpengaruh
(Survei Pedagang di | pendidikan signifikan
Pusat Grosir Solo) terhadap
Variabel kepatuhan
Dependen: UMKM di Pusat
Kepatuhan Grosir Solo.
wajib pajak
UMKM
14 | Sari et al. (2019) Pengaruh Variabel Regresi Pemahaman
Pemahaman Pajak, Independen: | linier perpajakan
Pelayanan Aparat Pemahaman | berganda | berpengaruh
Pajak, Sanksi pajak, signifikan
Perpajakan, dan pelayanan terhadap
Preferensi Risiko aparat pajak, kepatuhan wajib
Perpajakan Terhadap | sanksi pajak. Pelayanan
Kepatuhan Wajib perpajakan, aparat pajak,
Pajak (Studi Kasus dan sanksi
UMKM Toko preferensi perpajakan, dan
Elektronik di risiko preferensi risiko
Kecamatan Sitiung tidak
Dharmasraya) Variabel berpengaruh
Dependen: signifikan
Kepatuhan terhadap
Wajib Pajak kepatuhan wajib
pajak.
15 | Lolowang et al. Pengaruh Sosialisasi | Variabel Statistik Pelayanan fiskus
(2022) Perpajakan, Independen: | deskriptif, | berpengaruh
Pelayanan Fiskus Sosialisasi regresi terhadap
Terhadap Tingkat perpajakan linier kepatuhan wajib
Kepatuhan Wajib dan berganda | pajak UMKM.
Pajak UMKM pelayanan Sosialisasi
Kecamatan Wanea fiskus perpajakan tidak
di Kota Manado berpengaruh
Variabel terhadap
Dependen: kepatuhan wajib
Kepatuhan pajak UMKM.
wajib pajak
16 | Pratama & Mulyani | Pengaruh Kualitas Variabel Regresi Kualitas
(2019) Pelayanan Petugas Independen: | linier pelayanan
Pajak, Sanksi Kualitas berganda | petugas pajak
Perpajakan, dan pelayanan, dan sanksi pajak
Biaya Kepatuhan sanksi berpengaruh
Pajak Terhadap perpajakan, positif terhadap
Kepatuhan Wajib dan biaya kepatuhan wajib
Pajak UMKM di kepatuhan pajak UMKM.
Kota Padang pajak Biaya kepatuhan
wajib pajak

tidak
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Variabel berpengaruh
Dependen: positif terhadap
Kepatuhan kepatuhan wajib
wajib pajak pajak UMKM.
UMKM
17 | Listiyowati et al. Kepatuhan Wajib Variabel Statistik Pelaksanaan self
(2021) Pajak UMKM di Independen: | deskriptif, | assessment
Masa Pandemi Sosialisasi regresi system
Covid-19 perpajakan, linier berpengaruh
pelayanan berganda | positif terhadap
fiskus, dan kepatuhan wajib
pelaksanaan pajak pada
self UMKM di Kota
assessment Semarang.
system Sosialisasi
perpajakan dan
Variabel pelayanan fiskus
Dependen: tidak
Kepatuhan berpengaruh
wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM di
Kota Semarang.
18 | Riadita & Saryadi | Pengaruh Kualitas Variabel Regresi Kualitas
(2019) Pelayanan, Independen: | linier pelayanan,
Kesadaran Wajib Kualitas berganda | kesadaran wajib
Pajak, dan pelayanan, pajak, dan
Pengetahuan Pajak kesadaran pengetahuan
Terhadap Kepatuhan | wajib pajak, pajak
Wajib Pajak (Studi dan berpengaruh
pada UMKM yang pengetahuan positif dan
Terdaftar di KPP pajak signifikan
Pratama Semarang terhadap
Selatan) Variabel kepatuhan wajib
Dependen: pajak.
Kepatuhan
wajib pajak
19 | Yuliatic & Fauzi Literasi Pajak, Variabel Regresi Sanksi
(2020) Kualitas Pelayanan, | Independen: | linier perpajakan
Sanksi Perpajakan, Literasi berganda | berpengaruh
dan Kepatuhan pajak, signifikan
Wajib Pajak UMKM | kualitas terhadap
pelayanan, kepatuhan wajib
dan sanksi pajak UMKM.
perpajakan Literasi pajak
dan kualitas
Variabel pelayanan tidak
Dependen: berpengaruh
Kepatuhan signifikan
Wajib Pajak terhadap

kepatuhan wajib
pajak UMKM.
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Maili (2022)

Pengaruh
Pemahaman

dan Kualitas

Pajak UMKM

Perpajakan, Sanksi
Pajak, Tarif Pajak,

Pelayanan terhadap
Kepatuhan Wajib

Variabel
Independen:
Pemahaman
perpajakan,
sanksi pajak,
tarif pajak,
dan kualitas
pelayanan
pajak

Variabel

Dependen:
Kepatuhan
wajib pajak

Regresi
linier
berganda

Pemahaman
perpajakan dan
sanksi pajak
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM.
Tarif pajak dan
kualitas
pelayanan tidak
berpengaruh
terhadap
kepatuhan wajib
pajak UMKM.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel

independen yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Sanksi

Pajak (X3), dan Tarif Pajak (X4) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM (Y). Gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

X1
Pengetahuan
Perpajakan

X2

Kualitas Pelayanan

Sanksi Pajak

X4
Tarif Pajak

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

\
X3 /

Y

Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM
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D. Hipotesis
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan yang
dimiliki seseorang atau wajib pajak dalam memahami segala sesuatu yang
berhubungan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan formal,
mengikuti pelatihan, ataupun dari sosialisasi yang diadakan oleh pihak tertentu.
Tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat
memberikan arahan dan dorongan bagi wajib pajak untuk mematuhi ketentuan
perpajakan yang berlaku. Seseorang akan cenderung patuh terhadap peraturan
perpajakan apabila memiliki pengetahuan tentang perpajakan dan begitu pula
sebaliknya. Terbatasnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki seorang wajib
pajak dapat menjadi kendala bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya (Hendrawati et al., 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto & Nuswantara (2020)
menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Zulma (2020) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kota Surakarta.
2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Patuh atau tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya dapat diketahui dari bagaimana mutu pelayanan yang diberikan

oleh petugas pajak setempat kepada wajib pajaknya (Riadita & Saryadi, 2019).
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Pelayanan pajak yang baik dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak.
Pelayanan tersebut seperti petugas yang ramah dan informasi perpajakan yang
mudah diakses oleh wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas akan dapat
memberikan rasa nyaman kepada wajib pajak pada saat melakukan
pembayaran pajaknya dan hal tersebut akan dapat meningkatkan kepatuhan
pajak dari diri wajib pajak (Astina & Setiawan, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Septyani et al. (2020)
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maula et al.
(2020) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:

H2: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
di Kota Surakarta.
3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk hukuman atau
konsekuensi dari perbuatan yang melanggar peraturan atau ketidakpatuhan
terhadap suatu peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi pajak
yang berat akan cenderung membuat wajib pajak berpikir ulang untuk
melakukan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Akan tetapi,
jika sanksi yang diberikan tergolong ringan maka wajib pajak akan cenderung
untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya (Hendrawati et al., 2021).
Sanksi pajak sebagai jaminan bahwa wajib pajak akan patuh dalam membayar
pajaknya dan bagi pelanggar akan dikenai sanksi baik berupa sanksi
administrasi maupun sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku sehingga dengan adanya sanksi pajak tersebut dapat meningkatkan

kepatuhan pajak dalam diri wajib pajak (Mawarni & Saharsini, 2022).
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2020) menunjukkan hasil
bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019)
bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota

Surakarta.
4. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak dapat diartikan sebagai jumlah yang digunakan untuk menentukan
berapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kebijakan penetapan
tarif pajak harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan dan harus adil sesuai
dengan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu tarif pajak UMKM sebesar 0,5%. Semakin
adil tarif pajak yang ditetapkan maka akan dapat memotivasi wajib pajak untuk
patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Machmudah & Putra, 2020).
Kebijakan pemerintah dalam menentukan tarif pajak memiliki peranan penting
terhadap patuh atau tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya (Darmawan & Pusposari, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oliviandy et al. (2021) menunjukkan
hasil bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019)
bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H4: Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota

Surakarta.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan dan analisis data

yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kota Surakarta.

Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kota Surakarta.

Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di
Kota Surakarta.

Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota

Surakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini, peneliti

memberikan saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan variabel pengetahuan perpajakan, kantor pajak setempat

diharapkan dapat lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi
perpajakan kepada para pelaku UMKM agar pengetahuan pajak yang
dimiliki oleh wajib pajak UMKM meningkat dan dapat memberikan
pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berkaitan dengan variabel kualitas pelayanan, kantor dan petugas pajak
setempat diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang
dimilikinya dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang sesuai
dengan harapan dan kebutuhan wajib pajak sehingga secara tidak langsung

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

53



54

. Berkaitan dengan variabel sanksi pajak, pemerintah harus dapat
memberikan sanksi pajak yang tegas dan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan kepada wajib pajak yang bersikap tidak patuh dalam
rangka memberikan efek jera dan sebagai upaya untuk mendidik wajib
pajak agar bersikap patuh terhadap pajak.

. Berkaitan dengan variabel tarif pajak, pemerintah harus dapat membuat
kebijakan tarif pajak yang adil dan disesuaikan dengan kemampuan para
wajib pajak. Jika pemerintah bisa menetapkan tarif pajak yang adil maka
wajib pajak terutama bagi wajib pajak yang memiliki UMKM yang masih
dalam tahap berkembang dengan kondisi keuangan yang belum tetap atau
masih labil akan merasa tidak terlalu keberatan untuk membayar kewajiban
pajaknya. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan tersebut akan dapat
memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya

. Bagi wajib pajak UMKM diharapkan untuk lebih aktif mengikuti
perkembangan tentang kebijakan-kebijakan perpajakan yang berlaku
sekarang dan hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mencari tahu sendiri
atau mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh kantor pajak setempat.

. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel-variabel
lain yang tidak dapat terdapat dalam penelitian ini seperti sosialisasi
perpajakan, kesadaran wajib pajak, biaya kepatuhan pajak, penerapan e-
filing, dan pelaksanaan self assessment system.

. Bagi peneliti selanjutnya disarankan mengganti objek penelitian dan
menggunakan metode penelitian yang berbeda agar diperoleh hasil

penelitian yang lebih bervariasi.
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
Perihal: Mohon Bantuan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr Responden
Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi
program S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi llmu Ekonomi Surakarta (STIES), izinkan
saya memperkenalkan diri kepada Bapak/lbu/Saudara/i bahwa saya:

Nama : Istigomah Rizki Yunianto
NIM : 20210026
Prodi :S1 Akuntansi

Bermaksud melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul
“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota
Surakarta”. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i
untuk mengisi lembar kuesioner yang telah disediakan secara lengkap. Mengingat
kualitas penelitian ini sangat tergantung dari pengisian Bapak/Ibu/Saudara/i maka
diharapkan dapat diisi secara objektif dan jujur. Seluruh jawaban dan informasi yang
anda berikan hanya digunakan untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian surat permohonan saya, atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam
meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini, saya ucapkan terima
kasih.

Hormat saya,

Istiqgomah Rizki Yunianto



IDENTITAS RESPONDEN

Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi identitas secara lengkap
(kecuali untuk nama boleh tidak diisi). Berilah tanda centang (V) sesuai dengan
jawaban yang dipilih.

Nama (boleh tidak diisi)

Domisili (Kecamatan) ;[ | Pasar Kliwon [ | Jebres
| | Banjarsari | ] Laweyan
[ ] Serengan
No.HP
Jenis kelamin [ | Laki-laki || Perempuan
Umur : Tahun
Memiliki NPWP [ Jva | |Tidak

Terdaftar dalam Dinas
Koperasi, UKM, dan
Perindustrian Kota

Surakarta
Pendidikan Terakhir : | |Tidak Sekolah | |SD
[ |SMP/Sederajat [ |SMA/Sederajat
— |D1-D3 . s1
—S2-S3
Lama Usaha : <1 Tahun [ 11-3Tahun
3 -5 Tahun | |>5Tahun
Pendapatan Per Bulan . [ ]<Rp5.000.000

[ |Rp6.000.000 — Rp10.000.000
| JRp11.000.000 — Rp15.000.000
[ ]> Rp15.000.000

PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan beserta jawaban yang telah disediakan.

2. Anda cukup memberi tanda ( V ) pada kolom yang mewakili jawaban
Bapak/Ibu/Sdr dengan petunjuk sebagai berikut:

SS : Sangat Setuju
S . Setuju
N : Netral

TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju



A. PENGETAHUAN PERPAJAKAN

NO ITEM PERTANYAAN PILINAN JAWABAN

STS| TS| N S | SS

1 | Saya mengerti tentang tata cara
pembayaran dan pelaporan pajak.

2 | Saya mengerti mengenai berapa tarif pajak
yang harus saya bayar.

3 | Pajak berfungsi sebagai sumber
penerimaan negara terbesar.

4 | Pajak yang disetor dapat digunakan untuk
pembiayaan oleh pemerintah.

5 | Saya paham dengan sistem perpajakan saat
ini (menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan sendiri).

6 | Saya memahami pajak yang berlaku bagi
usaha yang saya jalankan.

7 | Pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum.

Sumber: Pardede (2022)

B. KUALITAS PELAYANAN

NO ITEM PERTANYAAN PILIHAN JAWABAN

STS| TS| N S | SS

1 | Saya merasa petugas pajak sudah bekerja
secara profesional untuk meningkatkan
kepercayaan wajib pajak.

2 | Saya merasa petugas pajak cakap dalam
melaksanakan tugas.

3 | Saya merasa petugas pajak selalu
menindaklanjuti pengaduan dari
masyarakat dengan cepat.

4 | Saya merasa petugas pajak cepat tanggap
dalam membantu menyelesaikan persoalan
yang dihadapi wajib pajak

5 | Saya merasa petugas pajak selalu siap
membantu wajib pajak jika terjadi
masalah/pertanyaan dari wajib pajak.

6 | Saya merasa petugas pajak menguasai
peraturan perpajakan dengan baik sehingga
dapat membantu wajib pajak.

7 | Saya merasa petugas pajak menjaga
kerahasiaan data dari masing-masing wajib
pajak.

8 | Saya merasa petugas pajak memberikan
kemudahan dalam pelayanan.

9 | Saya merasa petugas pajak memberikan
pelayanan yang baik.

10 | Saya merasa petugas pajak memberikan
perhatian terhadap masalah yang dialami
wajib pajak terkait pembayaran pajak.

Sumber: As’ari (2018)



C. SANKSI PAJAK

NO ITEM PERTANYAAN PILINAN JAWABAN

STS| TS| N S SS

1 | Sanksi pajak dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak.

2 | Wajib pajak perlu memahami dengan baik
tentang sanksi perpajakan.

3 | Sanksi pajak membuat wajib pajak jera
dalam melalaikan kewajiban
perpajakannya.

4 | Saya merasa sanksi dalam SPT sangat
diperlukan.

5 | Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

6 | Sanksi administrasi bunga 2% bagi yang
terlambat membayar pajak sudah
memberatkan.

7 | Saya paham jika melanggar membayar
pajak maka akan dikenakan sanksi pidana
dan administrasi.

8 | Semakin berat sanksi maka wajib pajak
akan semakin patuh dalam membayar
pajak.

Sumber: As’ari (2018)

D. TARIF PAJAK

PILIHAN JAWABAN

NO ITEM PERTANYAAN STSTTS | N S S

1 | Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak
untuk menentukan jumlah pajak terutang.

2 | Penurunan tarif pajak akan berdampak
pada jumlah pajak terutang.

3 | Saya lebih tertib membayar pajak dengan
adanya perubahan tarif pajak pada PP No.
23 Tahun 2018

4 | Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018
pajak lebih sederhana administrasinya.

5 | Peraturan mengenai PPh Final sebesar
0,5% bagi para UMKM sangat
meringankan UMKM dalam membayar
pajak.

6 | UU tentang pajak penghasilan dengan tarif
pajak 0,5% sudah sesuai untuk pengusaha
UMKM.

Sumber: Pardede (2022)

E. KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

NO ITEM PERTANYAAN PILINAN JAWABAN

STS| TS| N S SS

1 | Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan
sendiri.




2 | Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri
untuk mendapatkan NPWP.

3 | Saya telah mengetahui batas akhir dalam
pelaporan pajak.

4 | Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

5 | Saya merasa teknologi informasi
mempermudah pelaporan SPT dan
mendorong wajib pajak untuk melapor
sebelum batas waktu berakhir.

6 | Saya mampu melakukan perhitungan pajak
dengan benar.

7 | Pemeriksaan pajak dapat mempermudah
wajib pajak untuk membayar tepat waktu.

8 | Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat
mempermudah wajib pajak untuk
membayar tepat waktu.

9 | Saya selalu tepat waktu dalam membayar
pajak.

10 | Saya bersedia membayar kewajiban pajak

serta tunggakan pajaknya.

Sumber: As’ari (2018)




